
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN BT'PATI KUTAI I(ARTAITEIGARA

NOMOR 77 TAIIUIY 2(,13
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PERUBAIIAil ATAS PERATI'RAIT BT'PATI IflITAI I(AR'TANEIGARA
ITOMOR 123 TAIIUI{ 2OT2 TENTAITG KEBIJAITAIT AKIIITTAI{SI PEMERII{TAII

DATRAH ITABUPATEN KUTAI I(ARTA.ITEGARA

DEilGAfi RAITilAT TI'ITAII YAIYG MAIIA ESA

BUPATI KUTAI KARTAtrIEIE}ARA,

Menimbangi a. bahwa dengan adanya evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan
akuntansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penyempumaan
terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 123 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 123 Tahun 2AL2 tentang Kebiiakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182O);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO+ tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  a00);
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6. Undang-Und.ang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undan[-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 . tentang Pemerinta]ran
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor

59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanfan Badan Layanan Umum Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5a2|;

8. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLt tentang Pembentukan
Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tasrrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5741;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor llf , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a577);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 45771;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578\;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A06 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la\;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menleri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelotaan Keuangan Daerah;
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16. peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 20 1 1 tentang Peedoman Pemberian Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

nepuUtit< Indonesia Nomor 39 Tahun 2QL2 tentang Perubahan Atas
peiaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun zOLt tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

1.7. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun
2O11 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15

Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 1O);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor l' 1 Tahun
2OtL tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor L6

fahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun zOlL
Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun
2OL2 tentang Anggaran Pe1{alatan Belanja Daerah Kabupaten

[xH -[ffi;ffi1m;'iil,:"ffT]fl*' Daera]r Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTAI{G PERUBAHAN ATAS PERATITRAII" 
pupATr KUTAr I(ARTAfiEGARA NOIWOR L23 TAIIUil 2OL2
TENTANG I(EBIJAKAI{ AI(UNTAITSI PEItrERIITTAII DAERATI
I{ABUPATTN KUTAI KARTAITEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 123 Tahun 2012 tentang Kebttakan Akuntansi peFrlerlntah
Daerah Kabupaten Kutal KartanegaFa diubah sebagal berilkut:

1. Larrlpiran II.7 Kebttakan Akuntansi Nomor 7熟ntansi Bel創崎a

Ptta日にご38 diubahp SChingga berbunyi sebagal be● kut:

38. Bia_ya adrrlinistrasi  dan  umtlm yang  tidak  dapat
diatribusikan secara langsung ke dal`un aset tetap adalah
biaya makan darl minum,biaya ATK,pettalarlarl dinas,dan
lain-lain yang tidak terkait langsung dengan pengadaan
aset tetap.Sedangkan biaya administrasi dan umum yang
dapat atribusikan secara langsung ke dalam aset tetap
adalah honorantLm kepaniti… lelang,honoranum panitia
penemmほ /peFrle五ksa barang, biaya pengumurnan lelang,
dan biaya asuransi yang terkait langsung dengan
pengadaan aset tetap tersebut.



2. Lampiran II.9 Kebijakan Akuntansi Nomor 9 Akuntansi Aset
Paragraf 61 dan Paragraf 62 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
61. Persediaan alat tulis kantor, alat listrik, persediaan

materiallbahan, benda pos, bahan bakar, bahan makanan
pokok, dan barang hasil proses produksi yang belum
selesai, barang untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, alat/bahan kebersihan dan alat olahraga
diakui berdasarkan hasil sfock opname di gudang
persediaan / tempat penYimPanan.

62. Termasuk persediaan obat-obatan dan alat kesehatan
adalah persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang
berada di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasa1 11

Peraturan Bupatiini rnulai berlaku seJak tanggal diundangkan.

Agar setiap oFang imengetahlunya,meme五 ntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengaFl penempatannya dalam Beriね Daerah
Kabupaten Kutai Kartarlegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTATIEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tangga1 26 1Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

NIP。 196503021994031

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 77

KARTANEGARA TAHUN 2013
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